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ABSTRACT

Development implementation in Pucung Village requires proper planning
so that funding sources and budget allocation can be managed effectively. However,
the implementation of the Masterplan still faces several challenges, including a
high dependence on government transfer funds and the low contribution of Village
Own-Source Revenue (PADKal). This study aims to analyze the implementation of
the Masterplan in managing development funding sources and budget allocation in
Pucung Village, Girisubo District, Gunungkidul Regency. This research employed
a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation,
interviews, and documentation, and then analyzed through the stages of data
reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the
Masterplan has become the main guideline for development implementation in
Pucung Village. Development funding is still dominated by the Special Allocation
Fund (Dana Keistimewaan), Village Fund, and Village Fund Allocation, while
Village Own-Source Revenue (PADKal) contributes only a small proportion.
Budget allocation is prioritized for the development of the Wotawati tourism area
and its supporting infrastructure in accordance with the Masterplan. In addition, the
village government has managed the budget properly and transparently. The
development of the Wotawati tourism area is expected to increase PADKal, support

sustainable development, and reduce dependence on government transfer funds.

Keywords: Masterplan, funding sources, budget allocation, village development,

Village Own-Source Revenue (PADKal).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan wilayah pada hakikatnya merupakan proses transformasi
sosial, ekonomi, dan spasial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan yang
terarah dan adaptif. Perencanaan pembangunan dipahami sebagai instrumen
vital dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara
berkembang, karena mencakup strategi untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosial serta mengatasi ketimpangan dan degradasi lingkungan.
Dalam konteks tersebut, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai
peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai penguatan kapasitas
kelembagaan, tata kelola, serta integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan
secara simultan. Oleh karena itu, pendekatan perencanaan yang holistik dan
adaptif menjadi prasyarat agar pembangunan tidak berjalan sporadis, melainkan
terarah dan berkelanjutan sesuai kondisi lokal (Niamy dkk., 2024:399).

Dalam kerangka tersebut, pembangunan kalurahan merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai subjek
pembangunan dengan potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang dapat
dikembangkan secara mandiri. Identifikasi dan pengembangan potensi desa
menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan pedesaan
berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya lokal (Pujiyanto, 2024:82).
Perencanaan pembangunan desa yang berbasis potensi lokal sebagaimana
tertuang dalam RPJMKal merupakan strategi penting dalam meningkatkan
efektivitas pemanfaatan dana desa serta mendorong kegiatan ekonomi produktif
dan inklusif. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kalurahan sangat
ditentukan oleh kecukupan sumber pendanaan serta kejelasan arah perencanaan
yang terintegrasi dalam dokumen pembangunan desa agar berjalan terarah,
terukur, dan berkelanjutan (Pujiyanto, 2024:83).

Sumber pendanaan kalurahan merupakan instrumen fiskal yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat



kalurahan. Struktur pendapatan tersebut pada umumnya bersumber dari
pendapatan asli kalurahan (PAKal), Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN,
Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten, bagian hasil
pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi maupun kabupaten, serta
hibah atau pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:33). Pembangunan akan
berjalan efektif apabila pendanaan tersedia secara memadai dan digunakan
secara efisien untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat (Nugroho,
2023b:1185). Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi prasyarat
penting untuk memastikan penggunaan dana berlangsung transparan dan
akuntabel (Bili dkk., 2024:10). Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya
manusia di tingkat lokal menjadi kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan
keuangan serta mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan (Azizi
dkk., 2023:38).

Aspek strategis berikutnya adalah pengelolaan anggaran. Anggaran
kalurahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga
merupakan bagian dari sistem tata kelola pembangunan desa yang menentukan
arah kebijakan dan prioritas program pemerintah kalurahan (Vambia dkk.,
2025:59-60). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa anggaran
harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Efektivitas
penggunaan anggaran terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,
terutama apabila dialokasikan pada kegiatan produktif yang sesuai dengan
kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Penguatan penggunaan anggaran
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kohesi sosial apabila
diarahkan pada sektor ekonomi rakyat dan agraria (Nugroho, 2024a:53).

Seiring dengan perkembangan paradigma pembangunan, kalurahan
memerlukan dokumen perencanaan jangka panjang yang komprehensif, yaitu
masterplan. Masterplan berfungsi untuk mengarahkan pembangunan secara
sistematis dengan mencerminkan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta
pengelolaan ruang jangka panjang (Ratnawati & Sulistyani, 2019:258). Selain

itu, masterplan menyusun strategi pembangunan sosial-ekonomi yang



terintegrasi guna mencegah konflik dan tumpang tindih dalam penggunaan
ruang (Tarlani dkk., 2022:1540). Dengan demikian, masterplan idealnya
menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan tahunan agar pembangunan
kalurahan selaras dengan visi jangka panjang.

Kalurahan Pucung telah memiliki dokumen Masterplan Kalurahan
Pucung Tahun 20222042 yang disusun secara partisipatif dengan fasilitasi Tim
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) (Pemerintah Kalurahan Pucung,
2022:3-4). Penyusunan masterplan diinisiasi melalui pertemuan antara
Pemerintah Kalurahan Pucung dan Tim STPN pada tahun 2021 dan kemudian
ditetapkan sebagai pedoman pembangunan jangka panjang yang berlaku sejak
tahun 2022 hingga tahun 2042 (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:3).
Masterplan ini berfungsi sebagai rencana induk pembangunan wilayah selama
dua puluh tahun yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan kalurahan
(Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:4).

Secara geografis, Kalurahan Pucung merupakan wilayah kawasan karst
dengan karakteristik topografi berbukit dan dominasi batuan kapur yang
menyebabkan keterbatasan lahan produktif serta ketersediaan sumber air.
Kondisi tersebut berdampak pada pola pemanfaatan tanah, produktivitas
pertanian, serta kebutuhan infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih dan
fasilitas umum. Meskipun demikian, Pucung memiliki potensi pertanian lahan
kering, peternakan, serta pengembangan pariwisata berbasis bentang alam dan
kawasan geopark (Nugroho, 2024b:100-101). Potensi tersebut memerlukan
arah pembangunan yang terstruktur agar pemanfaatan ruang dan aset
pertanahan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Masterplan Kalurahan Pucung menetapkan zonasi pembangunan
pertanian, konservasi lahan, fasilitas umum, serta kawasan pariwisata berbasis
wilayah (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022:15-18). Dokumen ini juga
mengatur pemanfaatan tanah kas desa, penataan batas wilayah, inventarisasi
aset, serta perencanaan kawasan pertanian dan non-pertanian (Pemerintah
Kalurahan Pucung, 2022:22-25). Dengan demikian, masterplan memiliki

implikasi langsung terhadap kebijakan pertanahan sekaligus terhadap kebijakan



fiskal kalurahan karena implementasinya memerlukan dukungan pendanaan
melalui APBKal.

Dalam kerangka penelitian ini, terdapat hubungan sistematis antara
struktur pendanaan, penggunaan anggaran melalui APBKal, dan arah
pembangunan yang ditetapkan dalam masterplan. Sumber pendanaan
menentukan kapasitas fiskal kalurahan, kapasitas fiskal memengaruhi alokasi
dan penggunaan anggaran, sedangkan penggunaan anggaran idealnya selaras
dengan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam masterplan.
Namun demikian, implementasi masterplan belum sepenuhnya tercermin
dalam dokumen perencanaan tahunan dan realisasi APBKal, sehingga terjadi
kesenjangan antara perencanaan strategis dan kebijakan fiskal tahunan.
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat
dipengaruhi oleh keselarasan antara arah perencanaan dan struktur pembiayaan
(Nugroho, 2023a:343).

Fenomena ini juga berkaitan dengan dimensi tata kelola pembangunan.
Dalam perspektif collaborative governance, kebijakan publik yang kompleks
memerlukan komunikasi deliberatif, partisipasi yang setara, dan pencapaian
konsensus antar pemangku kepentingan (Pakaya dkk., 2025:82-83). Proses
kolaboratif memerlukan identifikasi persoalan serta dialog antar aktor sebelum
perumusan tindakan bersama (Pakaya dkk., 2025:81-82). Komunikasi yang
tidak berjalan terbuka dan partisipasi yang tidak setara berpotensi menghasilkan
keputusan yang didominasi oleh aktor tertentu (Pakaya dkk., 2025:84-85).
Transparansi komunikasi dan distribusi kewenangan yang seimbang menjadi
prasyarat untuk membangun kepercayaan serta komitmen kolektif dalam
implementasi kebijakan (Husna dkk., 2025:72-73).

Dengan demikian, persoalan sinkronisasi antara masterplan dan APBKal
di Kalurahan Pucung bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga
menyangkut kualitas tata kelola kolaboratif dalam pengambilan keputusan.
Apabila penggunaan anggaran tidak selaras dengan arahan pemanfaatan ruang
dan pengelolaan aset pertanahan yang telah ditetapkan dalam masterplan, maka

pembangunan berbasis agraria sebagai fondasi wilayah berisiko tidak optimal.



Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai pengelolaan dana desa
dan pembangunan berbasis potensi wilayah, kajian yang secara khusus
menganalisis sinkronisasi antara sumber pendanaan, penggunaan anggaran, dan
implementasi masterplan dalam perspektif pertanahan dan collaborative
governance masih terbatas.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, penelitian mengenai pendanaan
dan penggunaan anggaran berbasis masterplan di Kalurahan Pucung menjadi
penting untuk memperkuat kajian pembangunan kalurahan dan pertanahan.
Penelitian ini berfokus pada sinkronisasi antara struktur pendanaan, dan
kebijakan penganggaran, sehingga diharapkan APBKal mampu mendukung
implementasi masterplan secara optimal. Keselarasan tersebut merupakan
prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan,
dan berkeadilan agraria (A. M. Putri dkk., 2025:170-171). Selain itu, penguatan
tata kelola keuangan melalui digitalisasi penganggaran menjadi aspek penting
dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran dapat
berlangsung lebih efektif (A. M. Putri dkk., 2025:178-179). Dengan
mengintegrasikan analisis mengenai pendanaan, penganggaran, tata ruang, dan
tata kelola kolaboratif, setiap rekomendasi yang dihasilkan diharapkan
berkontribusi pada pencapaian visi Pucung Mandara, yaitu kalurahan yang
mandiri, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian
berjudul Sumber Pendanaan dan Penggunaan Anggaran Berbasis Masterplan
Kalurahan (Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten

Gunung Kidul).

. Rumusan Masalah

Setiap penelitian perlu memiliki arah kajian yang jelas agar pembahasan
tidak melebar dan tetap fokus pada inti kajian ilmiah. Berdasarkan uraian pada
latar belakang, terdapat fenomena kesenjangan antara arah pembangunan
jangka panjang yang ditetapkan dalam Masterplan Kalurahan dengan realisasi
pendanaan dan penggunaan anggaran melalut APBKal di Kalurahan Pucung.

Kesenjangan ini berpotensi memengaruhi efektivitas pembangunan desa,



terutama dalam pemanfaatan ruang dan aset agraria sebagai basis pembangunan

wilayah. Oleh karena itu, guna memberikan batas kajian yang terarah, rumusan

masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sumber pendanaan dan penggunaan anggaran
berbasis masterplan Kalurahan, di Kalurahan Pucung, Kapanewon
Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan
penggunaan anggaran berbasis masterplan Kalurahan Pucung?

3. Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam
mengelola sumber pendanaan dan penggunaaan anggaran berbasis
masterplan Kalurahan Pucung?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki
beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dirumuskan untuk
memberikan arah yang jelas dalam proses penelitian serta memastikan bahwa
hasil yang diperoleh dapat menjawab permasalahan secara menyeluruh. Adapun
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis
masterplan Kalurahan, di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber
pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis masterplan Kalurahan
Pucung.

3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang
dihadapi dalam mengelola sumber pendanaan dan penggunaaan anggaran
berbasis masterplan Kalurahan Pucung.

. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademik
maupun praktis bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian

ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



1.

Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan,
perencanaan pembangunan, dan administrasi publik, khususnya yang
berkaitan dengan hubungan antara kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran,
dan implementasi masterplan kalurahan. Penelitian ini memperkaya kajian
mengenai integrasi antara perencanaan spasial dan penganggaran publik
pada tingkat pemerintahan lokal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat
menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori penganggaran
berbasis kinerja dan sinkronisasi perencanaan—penganggaran dalam konteks
pembangunan berbasis wilayah.
Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
dan rekomendasi dalam pengelolaan sumber pendanaan dan penggunaan
anggaran berbasis masterplan di tingkat kalurahan. Temuan penelitian
dapat membantu mengidentifikasi kendala dalam sinkronisasi antara
perencanaan jangka menengah dan realisasi anggaran tahunan, serta
memberikan alternatif solusi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas
pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam
memperbaiki praktik tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan
di lapangan agar lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Kegunaan Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi
masyarakat melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penggunaan
anggaran pembangunan kalurahan. Sinkronisasi antara masterplan dan
APBKal yang lebih baik dapat mendorong pembangunan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta
memperkuat partisipasi warga dalam proses perencanaan dan
penganggaran. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mendukung
terwujudnya pembangunan kalurahan yang adil, partisipatif, dan

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan Masterplan Kalurahan Pucung masih memiliki ketergantungan
terhadap sumber pendanaan eksternal, khususnya Dana Keistimewaan
melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Berdasarkan analisis APBKal
Tahun Anggaran 2024-2026, alokasi Dana Keistimewaan untuk
pengembangan Kawasan Wisata Wotawati memiliki proporsi yang besar
terhadap total pendapatan APBKal. Pada tahun 2024, alokasi Dana
Keistimewaan mencapai 67,59% dari total pendapatan APBKal, kemudian
sebesar 60,08% pada tahun 2025, dan 56,37% pada tahun 2026. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa Kawasan Wotawati menjadi salah satu
prioritas utama pembangunan Kalurahan Pucung. Namun, besarnya
proporsi anggaran tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bentuk
ketimpangan pembangunan karena Dana Keistimewaan diberikan
berdasarkan program dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Penggunaan anggaran dalam pengembangan Kawasan Wisata Wotawati
telah menghasilkan pembangunan fisik dan peningkatan aktivitas kawasan,
tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan ekonomi dan
pemerataan manfaat pembangunan. Hasil observasi dan triangulasi data
menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas kawasan seperti penataan
lingkungan, fasilitas pendukung wisata, dan infrastruktur kawasan dapat
dikonfirmasi telah dilaksanakan. Namun, konsentrasi anggaran pada satu
kawasan memiliki risiko terhadap pemerataan pembangunan apabila
manfaat ekonomi dan pembangunan belum mampu dirasakan oleh

masyarakat di seluruh padukuhan.

. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan Kalurahan Pucung secara

umum menunjukkan respons positif, tetapi tidak sepenuhnya
menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan anggaran.

Masyarakat lebih banyak menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan



manfaat fisik yang dapat diamati secara langsung. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan
dalam memahami struktur APBKal, sumber pendanaan, serta distribusi
anggaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat muda dalam proses
pembangunan masih terbatas karena sebagian pemuda bekerja atau berada
di luar wilayah.

. Pengembangan Kawasan Wisata Wotawati mulai menunjukkan dampak
ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi
masyarakat. Berdasarkan data pengelola kawasan, jumlah kunjungan wisata
pada tahun 2025 mencapai 3.856 pengunjung dengan jumlah wisatawan
menginap sebanyak 387 orang. Sementara itu, sampai dengan Mei 2026
jumlah kunjungan mencapai 4.323 pengunjung dengan jumlah wisatawan
menginap sebanyak 211 orang. Aktivitas wisata tersebut menghasilkan
penerimaan ekonomi kawasan sebesar Rp128.060.000 pada tahun 2025 dan
Rp92.100.000 sampai Mei 2026 yang berasal dari aktivitas parkir, paket
wisata, homestay, warung, persewaan pakaian adat, dan UMKM.

. Pengembangan Kawasan Wisata Wotawati memiliki potensi sebagai strategi
peningkatan kemandirian fiskal Kalurahan Pucung, tetapi kontribusinya
terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PADKal) belum sepenuhnya dapat
diukur. Hal tersebut disebabkan karena data yang tersedia masih
menunjukkan penerimaan ekonomi kawasan dan belum seluruhnya
menggambarkan pendapatan bersih yang masuk ke pemerintah kalurahan.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola wisata melalui pencatatan
jumlah pengunjung, penerimaan, biaya operasional, pemeliharaan aset,
serta mekanisme kontribusi pendapatan kawasan terhadap PADKal.
Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada variasi tingkat
pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan keterbatasan
keterlibatan masyarakat muda sebagai informan. Selain itu, meskipun data
perkembangan kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi Kawasan Wotawati
telah tersedia, pengukuran kontribusi langsung terhadap PADKal masih

memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu



dipahami sesuai konteks Kalurahan Pucung dan tidak dimaksudkan untuk

menggambarkan seluruh pandangan masyarakat secara umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa
pengelolaan sumber pendanaan dan penggunaan anggaran berbasis Masterplan
masih memerlukan berbagai upaya penyempurnaan agar pembangunan dapat
berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis memberikan
beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah
kalurahan, pemerintah daerah, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya sebagai
berikut.

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Pucung

Pemerintah Kalurahan Pucung perlu melakukan evaluasi secara berkala
terhadap pengelolaan sumber pendanaan pembangunan, khususnya dalam
penggunaan Dana Keistimewaan yang memiliki proporsi besar terhadap
total pendapatan APBKal. Pada tahun 2024, alokasi Dana Keistimewaan
untuk Kawasan Wotawati mencapai 67,59% dari total pendapatan APBKal,
kemudian menurun menjadi 60,08% pada tahun 2025 dan 56,37% pada
tahun 2026. Besarnya proporsi tersebut perlu diimbangi dengan strategi
pemerataan pembangunan agar manfaat pembangunan tidak hanya
terkonsentrasi pada satu kawasan, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh
padukuhan di Kalurahan Pucung.

Selain itu, pemerintah kalurahan perlu memperkuat sistem transparansi
anggaran melalui penyampaian informasi APBKal yang lebih mudah
dipahami masyarakat. Publikasi anggaran tidak hanya sebatas penyediaan
informasi, tetapi perlu disertai dengan penjelasan mengenai sumber dana,
tujuan penggunaan anggaran, serta manfaat pembangunan agar masyarakat
dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pengawasan..

2. Bagi Pengelola Kawasan Wisata Wotawati
Pengelola Kawasan Wisata Wotawati perlu meningkatkan tata kelola

wisata agar pembangunan kawasan dapat memberikan kontribusi ekonomi



yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan data penelitian, jumlah kunjungan
wisata pada tahun 2025 mencapai 3.856 pengunjung dan meningkat menjadi
4.323 pengunjung sampai Mei 2026, dengan penerimaan ekonomi kawasan
sebesar Rp128.060.000 pada tahun 2025 dan Rp92.100.000 sampai Mei
2026.

Namun, penerimaan tersebut masih berupa penerimaan ekonomi
kawasan dan belum sepenuhnya menunjukkan kontribusi langsung terhadap
Pendapatan Asli Kalurahan (PADKal). Oleh karena itu, diperlukan sistem
pencatatan yang lebih terstruktur mengenai jumlah pengunjung, jenis
penerimaan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, serta mekanisme
kontribusi pendapatan kepada pemerintah kalurahan.

. Bagi Masyarakat Kalurahan Pucung

Pemerintah kalurahan perlu memperluas keterlibatan masyarakat dalam
pengembangan Kawasan Wisata Wotawati agar manfaat ekonomi tidak
hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan. Keterlibatan tersebut
dapat dilakukan melalui pengembangan UMKM, penyediaan produk lokal,
keterlibatan masyarakat dalam layanan wisata, serta pembukaan peluang
usaha bagi masyarakat dari berbagai padukuhan.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan, terutama kelompok masyarakat muda yang saat ini
masih terbatas keterlibatannya karena sebagian bekerja atau berada di luar
wilayah. Peningkatan partisipasi tersebut penting agar pembangunan tidak
hanya diterima sebagai hasil akhir, tetapi juga dipahami dan diawasi oleh
masyarakat.

. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih
mendalam mengenai dampak ekonomi Kawasan Wisata Wotawati terhadap
kemandirian fiskal Kalurahan Pucung dengan menggunakan data yang lebih
lengkap, seperti perbandingan antara investasi pembangunan kawasan,
jumlah pendapatan yang dihasilkan, biaya operasional, serta kontribusi

nyata terhadap PADKal.



Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas kajian mengenai
pemerataan manfaat pembangunan antar-padukuhan dengan menggunakan
data distribusi belanja pembangunan berdasarkan wilayah sehingga dapat
diketahui secara lebih jelas hubungan antara prioritas pembangunan

kawasan wisata dengan pemerataan pembangunan kalurahan.
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